GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Opersional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IlI Tahun
Anggaran 2020 telah dialokasikan Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2020 untuk
Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 7.710.000.000,00 (Tujuh
miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

_9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178));

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019  (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
Nomor 14);



Menetapkan

4.

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1};

22, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

23. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 83);

24, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 7}
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.
Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 34), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut :
Semula
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b, Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

3.843.169.997.708,51
5.792.8599.657.283,00
61.717.118.000,00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belamja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2] Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4] Belanja Hibah
3] Belanmja Bantuan Sosial
5) Belanja Bagi Hasil
7] Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

1.972.938.707.915,40

1.777.691.496.008,75

1.546,392.536.614,20
1.109.172.047.347,52
213.989.881.777,00

b. Belanja Langsung
1} Belanja Pegawai
2] Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

6.620.184.669.662 87

92.062.125.703,00

1.406.404.346.371,71
1.814.291.498.184,53

Jumlah Belanja
Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

3.312.757.970.259,24

5.697.786.772.991,5]

9.932.942.639.922,11

349,155,866.930,60
114.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

(235.155.866.930,60)

235.155.866.930,60

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Menjadi
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
2, Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3} Belanja Subsidi
4} Belanja Hibah
3} Belanja Bantuan Sosial
6] Belanja Bagi Hasil
7} Belanja Bantuan Keuangan
8] Belanja Tidalk Terduga

NIHIL

3.843.169.997.708,51
2.800.609.657.283,00
61.717,118.000,00

1.972.938.707.915,40

1.777.691.496.008,75
1.546.392.536.614,20
1.109.172.047.347,52

213.089.881.777,00

6.620.184.660.662,87

9.705.496.772.991,51



b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belarya Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belamja
Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

92.062,125.703,00
1414, 114.346.371,71
1.814.291.498.184,53

3.320.467.970.259,24
9.040,652.639.922,11
(235.155.866,930,60)

349,155,866.930,60

b. Pengeluaran 114, 000.000.000,00
Jumlah Pembiayvaan Netto 235.155.866.930,60
Sisa Lebih Pernbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan MIHIL
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

Ditetapkan di Palembang

ada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 44



